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BUPATI LANDAK 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI LANDAK 
NOMOR I3 TAHUN 2019 

TENTANG 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP 

DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LANDAK, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir 
kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Landak menetapkan rincian 
Dana Desa untuk setiap Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Tata 
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di 
Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019; 

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 55 Tahun1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahuan 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tentangPemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas tentang 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapat 
dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6263); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang lndeks Desa 
Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
300); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas 
Dana Desa 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1359); 



Menetapkan 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07 /2018 tentang 
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1838); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Landak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2018 Nomor 12; 

16. Peraturan Bupati Landak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 40 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Landak 
Tahun 2019 Nomor 560); 

17. Peraturan Bupati Landak Nomor 54 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Landak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2018 Nomor 552); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 
DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI 
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2019 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul dan/ atau hale tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; 

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa; 

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri 
Dalam Negeri; 



5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 
disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

6. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah rekening 
tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung 
seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh 
pengeluaran desa pada bank yang telah ditetapkan. 

7. Sisa dana desa adalah dana desa yang disalurkan oleh 
pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota yang tidak habis 
disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa 
yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa yang tidak 
habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan 
menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa. 

BAB II 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

Pasal 2 

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun 
Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan 
berdasarkan: 

a. Alokasi Dasar; 
b. Alokasi Afirmasi; dan 
c. Alokasi Formula. 

Pasal 3 

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten Landak 
dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 
Rincin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 

Pasal 4 
(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat 
Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. 

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai 
berikut: 

AA per Desa = AAab/Kota / {(2 DST) + (1 DT)} 

Keterangan: 
AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa 

AAKa/ota = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran 
Perpres mengenai Rincian APBN TA 2019 



DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki 
jumlah penduduk miskin tinggi 

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi 

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki 
jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar l (satu) kali 
Alokasi Afirmasi per Desa. 

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang 
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) 
kali Alokasi Afirmasi per Desa. 

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah 
Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat 
Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. 

Pasal 5 

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, 
dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, 
luas 
wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari 
kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 

Pasal 6 

= Alokasi Formula Kabupaten Landak. 

= Alokasi Formula setiap Desa 
= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total 

penduduk Desa Kabupaten Landak. 
= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap 

total penduduk miskin Desa Kabupaten Landak. 
= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas 

wilayah Desa Kabupaten Landak. 
= rasio 1KG setiap Desa terhadap 1KG Desa Kabupaten 

Landak. 

Z2 

Z3 

Z4 

AFKab/Kota 

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai 
berikut: 
AF Desa = {(0,10 Z1) + (0,50 Z2) + (0,15 Z3) + (0,25 * Z4)} AF 

Kab/Kota 
Keterangan : 
AFDesa 
Zl 

Pasal 7 

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati Landak berdasarkan 
data dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang 
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik. 



Pasal 8 

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten 
Landak. Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati Landak ini. 

BAB III 
PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 9 

( 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari 
dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. 

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening 
Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah 
setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi 

(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan 
setelah Bupati Landak menerima: 
a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan 
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahun anggara sebelumnya, dari Kepala Desa. 
(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan 

setelah Bupati Landak menerima laporan realisasi penyerapan 
dan capaian output Dana Desa tahap I dari Kepala Desa. 

(5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata­ 
rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh 
puluh lima persen) dan rata­rata capaian output menunjukkan 
paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen). 

(6) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan 
ayat (5) dihitung berdasarkan rata­rata persentase capaian output 
dari seluruh kegiatan. 

(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) 
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, 
sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan 
capaian output. 

(8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat 
memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada 
peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/ lembaga terkait. 

BAB IV 
PENGGUNAAN DANA DESA 



Pasal 10 
(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat yang sesuai prioritas yang ditetapkan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi. 

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang 
tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) setelah mendapat 
persetujuan Bupati Landak. 

(3) Persetujuan Bupati Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai 
APBDesa. 

Pasal 11 

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman 
pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Landak 
mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan 
dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber 
daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak 
menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. 

Pasal 12 

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa. 
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas 

penggunaan Dana Desa. 

BABV 
PELAPORAN DANA DESA 

Pasal 13 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati 
Landak. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya; dan 
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahap I, tahap II dan tahap III. 
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun 
anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan 
paling lambat minggu pertama bulan April tahun anggaran 
berjalan. 



(5) Laporan realisasi penyerapan & capaian output Dana Desa Tahap 
II sebagaimana dimaksud ayat 2 disampaikan pada minggu ke 3 
paling lambat bulan Juni Tahun Anggaran berjalan. 

(6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas 
waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran 
capaian output kepada Bupati Landak. 

BAB VI 
SANKSI 

Pasal 14 

(1) Bupati Landak menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 
a. Bupati Landak belum menerima dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5); 
b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 

lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/ atau 
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap 
I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun 
anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun 
anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), 
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di 
RKUD 

(4) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 
lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada 
tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan 

(5) penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di 
RKUD. 

(6) Bupati Landak melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala 
KPPN selaku KPA Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa. 

(7) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran 
berikutnya. 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam 
hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran 
dan/atau penggunaan Dana Desa. 

(9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan 
kepada Bupati Landak dengan tembusan kepada Kepala KPPN 
selaku KPA Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas 
waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
(sembilan). 



(5) Laporan realisasi penyerapan & capaian output Dana Desa Tahap 
II sebagaimana dimaksud ayat 2 disampaikan pada minggu ke 3 
paling lambat bulan Juni Tahun Anggaran berjalan. 

(6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas 
waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran 
capaian output kepada Bupati Landak. 

BAB VI 
SANKSI 

Pasal 14 

(1) Bupati Landak menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 
a. Bupati Landak belum menerima dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5); 
b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 

lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau 
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap 
I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun 
anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun 
anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), 
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di 
RKUD 

(4) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 
lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada 
tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan 

(5) penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di 
RKUD. 

(6) Bupati Landak melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala 
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

(7) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran 
berikutnya. 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam 
hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran 
dan/atau penggunaan Dana Desa. 

(9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan 
kepada Bupati Landak dengan tembusan kepada Kepala KPPN 
selaku KPA Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas 
waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
(sembilan). 



• 

Pasal 15 

(l)Bupati Landak menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda 
dalam hal: 
a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima; 
b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang 

dari atau sama dengan 30%; dan 
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c 
berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana 
Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana 
Desa di RKUD. 

(3) Bupati Landak melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

(4) Bupati Landak memberitahukan kepada Kepala Desa yang 
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan 
November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali 
dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya. 

(5) Bupati Landak menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD 
tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum 
minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati 
Landak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa 
tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada 
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa 
paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

Pasal 16 

(1) Bupati Landak melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa 
dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, 
masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh 
persen). 

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran 
berikutnya. 

(3) Bupati Landak melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku 
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 



BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17 

Pengembalian Dana Desa yang berasal dari sisa lebih perhitungan 
anggaran dan hasil temuan auditor internal yang menyebabkan 
kerugian pada keuangan desa, dikembalikan ke Rekening Kas Desa. 

GRETNATASA KARO 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Bupati Landak ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati Landak ini dengan menempatkannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Landak. 

Ditetapkan di Ngabang 
pada tanggal 6 [rari 2019 

AT LANDAK, 

Diundangkan di Ngabang 
pada tanggal lb [er0Ar? 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LANDAK, 

VIN�IUS 

% BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR . 



RINCIAN DANA DESA SE11AP DESA KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2019 

No. Kecamatan Nama Desa Alokasi Dasar Alokasi Alokasi Pagu Dana Desa per-Desa 
Afirmasi Formula 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Noa bang Ambovo Utara 672.421 . 257.829 930.251 930.251.000 
2. Nga bang Hilir Kantor 672 421 . 125.331 797 753 797 753 000 
3. Noa bang Am barang 672.421 422.578 429.347 1.524.346 1,524,346,000 
4. Nga bang Am bovo Selatan 672 421 422.578 432.456 1.527.455 1 527.455 000 
5. Nga bang Mu'un 672.421 422.578 421.325 1.516.324 1 516.324.000 
6. Noa bang Tebedak 672.421 . 208.074 880.496 880,496,000 
7. Nga bang Antan Ravan 672.421 . 230.923 903.344 903.344,000 
8. Nga bang Temiang Sawi 672.421 . 200.396 872.818 872.818.000 
9. Noa bang Rasan 672.421 422.578 394.204 I 489.203 1,489,203,000 

.10. Noa bang Mungsuk 672.421 211.289 307 391 1 191 102 1 191 102.000 
II. Nga bang Penvaho Danst 672.421 . 166.740 839.161 839.161.000 
12. Nga bang Arbovo Inti 672.421 . 208.301 880.722 880,722,000 
13. Nora bang Amang 672.421 . 264.655 937.077 937.077.000 
14. Nga bang Hilir Ten 672.421 . 104.595 777.016 777.016.000 
15. Na bang Pak Mavam 672.421 422.578 335 758 1.430.757 1 430.757.000 
16. N bang Raia 672.421 . 152.437 824.859 824.859.000 
17. Nga bang Sungai Keli 672.421 . 307.920 980.341 980.341.000 
18. Nga bang Sebirang 672 421 . 185.816 858.237 858,237,000 
19. N bang Enskadu 672.421 422.578 291.317 I 386 316 1.386.316,000 

I. Mempawah Hulu Sala'as 672.421 422.578 319 860 1.414,859 1414859000 
2. Mempawah Hulu Sabaka 672.421 422.578 406.982 I 501.981 1.,501 981.000 
3. Mem wah Hulu Karanpan 672.421 . 140.685 813 106 813.106.000 
4. Mempawah Hulu Bilavuk 672.421 422.578 392.753 I 487 752 1,487,752,000 
5. Mempawah Hulu Parisi 672.421 422.578 355 951 1.450.950 1.450.950,000 
6. Mempawah Hulu Pahokng 672.421 422.578 397 228 1.492.228 1.492.228.000 
7. Mempawah Hulu Garu 672.421 211 289 267 085 1 150.795 1 150,795,000 
8. Mempawah Hulu Sailo 672.421 422.578 588 690 I 683 689 1.683.689.000 
9. Mempawah Hulu Tunan@ 672.421 211 289 496.277 1.379,987 1.379.987.000 

.10. Mempawah Hulu Salumang 672.421 211.289 327.599 1.211.310 1.211,310,000 
II. Memn wah Hulu Ansolok 672.421 . 269.979 942.401 942.401.000 
12. Mempawah Hulu Caokns 672.421 211.289 320.964 1.204,674 1.204.674.000 
13. Mempawah Hulu Tiant Taniune 672.421 422,578 428.056 1.523.055 1.523.055.000 
14. Memnawah Hulu Sunsi Laki 672.421 211.289 698.543 I 582 253 1 582.253.000 
15. Mem wah Hulu Sampuro 672.421 422.578 352.978 1.447.977 1.447.977.000 
16. Mempawah Hulu Babatn 672.421 . 232.049 904.471 904,471,000 
17. Mernawah Hulu Mentonvek 672.421 422.578 317.142 1412.141 1412.141.000 

I. Menialin Raba 672.421 211.289 326.775 1.210.485 1.210,485,000 
2. Menialin Lamoanak 672.421 211.289 406.577 1 a 288 1.290.288.000 
3. Menialin Nan 672 421 211 289 359.382 1.243.093 1.243.093.000 
4. Menialin Re'es 672.421 422.578 349.241 1.444.240 1,444,240,000 
5. Menialin Benplcawe 672.421 211.289 430.680 I 314 390 1.314.390.000 
6. Mcnialin Se t 672.421 211 289 395.122 1 278 832 1.278.832.000 
7. Menialin Tempoel 672.421 211 289 364.226 1.247.936 1,247,936,000 
8. Menialin Menialin 672.421 . 175 098 847.520 847.520,000 

I. Mandor Sumsum 672.421 . 196 628 869.049 869.049.000 
2. Mandor Sebadu 672.421 . 182.591 855 012 855,012,000 
3. Mandor Kerohok 672.421 . 184.412 856 833 856.833.000 
4. Mandor Kavu Ara 672.421 . 209 867 882 289 882.289 000 
5. Mandor Nggrgle 672.421 . 242.695 915.116 915.116,000 
6. Mandor Kav Tanam' 672.421 . 201 618 874.039 874,039.000 
7. Mandor Simpanq Kasturi 672.421 . 243.251 915.672 915.672.000 
8. Mandor Salatiga 672.421 . 219.281 891.702 891,702.000 
9. Mandor Ponsok 672.421 211 289 282.880 1 166.591 1 166.591.000 

.10. Mandor Semenok 672.421 . 275.816 948.237 948.237.000 
II. Mandor Menskunvit 672.421 . 179,956 852 378 852.378.000 
12. Mandor Selutung 672.421 . 186.154 858.,575 858.575.000 
13. Mandor Keramas 672.421 . 236.705 909.126 909126000 
14. Mandor Mandor 672.421 . 204.761 877 183 877,183,000 
15. Mandor Bebatung 672 421 . 167.129 839 551 839.551 000 
16. Mandor Manggang 672.421 . 204.748 877.169 877.169.000 
17. Mandor Sekilap 672.421 211.289 229.726 1 113.437 1.113,437.000 

I. Air Besar Temovok 672.421 211 289 318,109 1.201.819 1,201,819,000 
2. Air Besar Serimbu 672.421 . 154,888 827 310 827.310.000 
3. Air Besar Se 672.421 . 225.234 897.655 897655000 
4. Air Besar Sempatung Lawek 672.421 . 366.637 1 039 058 1039058 000 
5. Air Besar Dane Aii 672.421 422.578 423.154 1.518.153 1,518,153,000 
6. Air Besar Semuntik 672.421 . 223.658 896,079 896.079,000 

7. Air Besar Sekendal 672.421 211.289 748.140 1.631.850 1 631.850.000 
8. Air Besar Jambu Tembawan 672.421 . 295.662 968084 968,084,000 

9. Air Besar Meravnth 672.421 . 288 183 960604 960,604,000 
.10. Air Beser Bentiang Madomang 672.421 . 271.392 943.813 943.813,000 
II. Air Besar Tenon 672.421 - 316.368 988789 988 789000 
12. Air Besar Ten we 672.421 211.289 347.548 1,231.259 1.231,259,000 
13. Air Besar En 672.421 . 228.717 901 139 901 139,000 
14. Air Besar Nvari 672.421 422.578 435,595 1 530.594 l 530 594.000 
15. Air Besar Parek 672.421 422.578 575.773 I 670 772 1.670,772.000 

16. Air Besar Enskadik Pade 672.421 422.578 343.564 1438563 1.438,563,000 



I. Menvuke Berinang Mavun 672.421 422.578 533.122 1.628.121 1,628,121,000 
2. Menvuke Kavu Ara 672.421 211.289 272.403 1156 113 1,156,113,000 
3. Menvuke Korol 672.421 - 222 838 895 260 895.260.000 
4. Menvuke Ansang 672.421 - 206 892 879.313 879313000 
5. Menvuke Ladansan 672.421 211 289 391.654 1.275.364 I 275.364.000 
6. Menvuke Lintah Betung 672.421 211.289 358 702 1.242.413 1,242,413,000 
7. Menvuke Sidan 672.421 422.578 362.436 1.457.435 1.457.435.000 
8. Menvuke Mamek 672.421 - 235.154 907 575 907,575,000 
9. Menvuke Darit 672.421 - 204.192 876.614 876,614,000 

.10. Menvuke Sungai Lu bang 672.421 - 285798 958.219 958.219.000 
11. Menvuke Onskol Padang 672.421 - 244.892 917.314 917.314.000 
12. Menvuke Ta'as 672.421 211.289 375650 1.259.361 1,259,361,000 
13. Menvuke Sonsea 672.421 211.289 371 123 1 254.834 1.254.834.000 
14. Menvuke Tolok 672.421 211 289 386 826 1.270.536 1 270536000 
15. Menvuke Anik Dinsir 672.421 - 185 915 858.336 858,336,000 
16. Menvuke Anglgrgs 672 421 211 289 348 234 I 231 944 1.231 .944.000 

I. Sengah Temila Tonang 672.421 - 232.938 905.360 905,360.000 
2. Sengah Temila Andens 672.421 422.578 421,028 1.516.027 1.516.027.000 
3. Sengah Temila Rabak 672.421 211.289 359 059 1.242.769 1,242, 769,000 
4. Senga Temila Saham 672.421 211.289 462.300 1,346.010 1,346.010.000 
5. Senga Temila Keranii Paidang 672.421 211 289 643 566 I 527 277 1,527.277.000 
6. Sena Temila Paloan 672.421 211.289 403.855 1.287.566 1.287.566.000 
7, Sena Temila Keranii Mancal 672.421 - 316.297 988 719 988,719,000 
8. Senga Temila Gombang 672.421 422.578 629.814 1 724.813 1 724.813.000 
9. Sen Temila Sidas 672.421 422.578 367460 1.462.460 1 462.460.000 

.10. Senga Temila Aur Sampuk 672.421 - 371 638 1.044.059 1,044,059,000 
11. Sensah Temila Sebatih 672.421 - 544.348 1.216.770 1.216.770.000 
12. Sensah Temila Scnakin 672.421 211.289 484,676 I 368 386 1,368,386,000 
13. Sengah Ternila Pahauman 672.421 - 312.641 985.062 985.062.000 
14. Sengah Temila Banvins 672.421 - 363.487 I 035 908 1035908000 

I. Meranti Kelampai Setolo 672.421 - 352 088 1.024.510 1024.510.000 
2. Meranti Tahu 672.421 422,578 471.856 1.566.856 1.566.856.000 
3. Meranti Moro Betuns 672.421 422,578 368.115 1.463.114 1.463,114,000 
4. Meranti Selange 672.421 211.289 498.610 1.382.320 1,382,320,000 
5. Meranti Meranti 672.421 211.289 447 543 1.331.254 1.331.254.000 
6. Meranti Am di 672.421 422.578 486.193 1581 192 1581 192.000 

I. Kuala Behe Semedang 672.421 - 236.318 908.740 908 740.000 
2. Kuala Behe Kuala Behe 672.421 211.289 253 391 I 137 101 1 137.101.000 
3. Kuala Behe Sejowet 672.421 422.578 468,260 I 563 259 1.563 259,000 
4. Kuala Behe Sehe Lusur 672.421 422.578 457 017 I 552 016 1,552.016 000 
5. Kuala Behe Paku Rava 672.421 - 261 755 934.177 934,177.000 
6. Kuala Behe Taniun Balai 672.421 - 217.090 889 512 889,512.000 
7. Kuala Behe Nvavum 672.421 - 272.622 945.043 945.043.000 
8. Kuala Behe Kedama 672.421 422.578 352.662 1.447.662 1 447.662.000 
9. Kuala Behe Bengawan Ampar 672.421 422.578 303.684 I 398 683 1,398,683,000 

.10. Kuala Behe Anglangr 672.421 - 275.201 947.622 947.622.000 
11. Kuala Behe Permit 672.421 422.578 297.351 I 392 350 1.392.350.000 

I. Seban i K Tengah 672.421 422.578 685332 I 780 332 1780.324,000 
2. Se ban ei Sebanski 672.421 211.289 490.338 1.374.048 1,374,048,000 
3. Seban ei eeLe 672.421 211 289 603 777 1.487.487 1 487.487.000 
4 Seban Sun 672.421 211,289 311.333 1 195.044 1 195.044.000 
5. Sebangki Rantau Paniang 672.421 211.289 316.594 I 200.304 1,200,304,000 

I. Jelimpo Dara [tam I 672.421 - 225.810 898.232 898.232.000 
2. Jelimpo Kavu Ara 672.421 422.578 404.135 1.499.134 1.499,134.000 
3. Jelimpo Sekais 672.421 422.578 381.492 1.476.491 1,476,491.000 
4. Jelim Pa puns 672.421 - 263.934 936 355 936355000 
5. Jelimpo Mandor Kiru 672.421 211.289 338.263 1.221973 1.221.973.000 
6. Jelimpo Tu bans Raens 672.421 - 261.625 934.047 934,047,000 
7, Jelim Anpan Tembawan 672.421 211 289 286.194 I 169 905 1 169.905.000 
8. Jelimpo Jelimpo 672.421 - 193.594 866 016 866.016.000 
9. Jelimpo Balai Peluntan 672.421 - 190.468 862 889 862.889.000 

.10. Jelimpo Pawis Hilir 672.421 - 247.553 919.974 919.974.000 
I I. Jelimpo Nvi'in 672.421 422.578 441.695 I 536.694 1.536.694.000 
12. Jelimpo Temahar 672.421 422.578 494.061 1.589.060 1,589,060,000 
13. Jelimpo Kersik Belantian 672.421 - 311.664 984.085 984085000 

I. Banvuke Hulu Tembawans Bale 672.421 422.578 477,559 1,572.558 1 572.558.000 
2. Banvuke Hulu Kamret 672.421 211 289 342.710 1.226.420 1.226,420.000 
3. Banvuke Hulu Gamang 672.421 422.578 363 507 1.458.506 1458.506,000 
4. Banvuke Hulu Padang Pio 672.421 422.578 407.818 1.502817 1.502.817.000 
5. Ban ke Hutu Rinao Loiok 672.421 211.289 550.796 1.434.507 1,434,507,000 
6. Banvuke Hulu Semade 672.421 211.289 331 109 1.214.819 1.214.819.000 
7. Banvuke Hulu Untang 672.421 211 289 339.449 1.223.159 1,223, 159,000 

I. Sompak Sompak 672.421 - 296.832 969.253 969.253.000 
2. Som Pauh 672.421 422.578 400.292 1.495.291 1,495,291.000 
3. Sompe Amawakng 672.421 422.578 416.437 1.511.436 1.511.436.000 
4. Sompe Tgpalgng 672.421 211.289 363.288 1,246.998 1,246.998.000 
5. Sompe Pakum bang 672.421 - 324.593 997.014 997.014.000 
6. Sompa Lingkonon 672.421 422.578 597.284 1 692 284 1 692.284.000 
7. Som pak Galar 672.421 211.289 647.955 1,531.665 1.,531.665.000 

TOTAL 104.897 736 27 890 130 52.581 763 185 369 629 185.369.629.000 . 
LAN! AK. 

NATASA 
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